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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN
NOMOR : W5-A2/ 1137.b/0T.01.2/XII/2019

TENTANG
PENETAPAN HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Tahun 2004 - 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Agama Muara Bulian perlu meninjau kembali atau
mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);

1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor
53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang
Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan
Peradilan Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN TENTANG PENETAPAN HASIL
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan
acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian, untuk menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama
Muara Bulian 2015-2019.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

: Muara Bulian
: 18 Desember 2019

Askonsri, S.Ag, MHI.
NIP. 196611101996031001

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.



Lampiran |

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian

Nomor  : W5-A2/1137.b/OT.01.2/X11/2019
Tanggal : 18 Desember 2019
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN
INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
NO KINERJA UTAMA UTAMA PENJELASAN JAWAB SUMBER DATA
1 2 3 4 5 6
1. Terwujudnya Proses | a. Persentase sisa perkara Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan 100 Panitera Laporan Bulanan
Peradilan yang Pasti | yang diselesaikan Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan X dan Laporan
Transparan dan Tahunan.
Akuntabel
b. Persentase sisa perkara Jumlah Perkara yg diselesaikan tahun berjalan Panitera Laporan Bulanan
yang diselesaikan tepat Jumlah Perkara yang ada 100 dan Laporan
waktu Tahunan.
c. Persentase penurunan sisa tahun berjalan — sisa perkara tahun sebelumnya 100 Panitera Laporan Bulanan
sisa perkara sisa perkara tahun sebelumnya X dan Laporan
Tahunan.
d. Presentase Perkara yang Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Panitera Laporan Bulanan
tidak mengajukan Upaya Jumlah Putusan Perkara x 100 dan Laporan
Hukum: Tahunan.
1. Banding
2. Kasasi
3.PK




e. Index responden pencari Index kepuasan Pencari Keadilan Panitera Laporan Bulanan
kaedilan yang puas dan Laporan
terhadap layanan Tahunan.
peradilan

Peningkatan a. Presentase isi putusan Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu Panitera Laporan Bulanan
Efektifitas yang diterima oelh Jumlah Putusan x 100 dan Laporan
Pengelolaan para  pihak  tepat Tahunan
Penyelesaian waktu.

Perkara

b. Persentase perkara Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi 100 Panitera Laporan Bulanan
yang diselesaikan Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi X dan Laporan
melalui mediasi Tahunan

c. Persentase perkara Jumlah Berkas Perkara yg dimohonkan Kasasi & PK lengkap 100 Panitera Laporan Bulanan
yang dimohonlan Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan upaya hukum X dan Laporan
Banding, Kasasi, PK Tahunan
yang diajukan secara
lengkap dan tepat
waktu.

d. Persentase putusan | Jumlah Amar Putusan perkara e — Syariah di upload di website 100 Panitera Laporan Bulanan
yang menarik Jumlah Putusan Perkara X dan Laporan
perhatian masyarakat Tahunan
(ekonomi syariah)
yang dapat diakases
secara online dalam
waktu 1 hari diputus.

Meningkatnya Akses | a. Persentase perkara Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan Dirjen Badilag, Laporan Bulanan
Peradilan bagi | prodeo yang diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo x 100 Panitera dan Laporan
masyarakat miskin Tahunan
dan terpinggirkan. | b. Persentase perkara yang Jumlah Perkara yg diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Dirjen Badilag Laporan Bulanan

diselesaikan di luar gedung
Pengadilan.

Jumlah Perkara yg seharusnya diselesaikan

x 100

dan Laporan
Tahunan

c. Persentase perkara
Permohonan (Voluntair)
Identitas Hukum.

Jumlah Perkara Voluntair identitas hukum yg diselesaikan

Jumlah Perkara Voluntair identitas hukum yg diajukan

Ketua
Pengadilan

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan




d. Persentase Pencari | Jumlah Pencari Keadilan Gol. tertentu yang mendapat Posbakum Panitera Laporan Bulanan
Keadilan Golongan Jumlah Pencari keadilan Gol. tertentu x 100 dan Laporan
Tertentu yang mendapat Tahunan
Layan Bantuan Hukum
(Posbakum)
Meningkatnya Presentase Putusan Jumlah Putusan Perkara yg ditindak lanjuti 100 Panitera Laporan Bulanan
kepatuhan terhadap | Perkara Perdata di Jumlah Putusan perkara yg sudah BHT X dan Laporan

Putusan Pengadilan

tindaklanjuti (di Eksekusi)

Tahunan
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